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ABSTRAKSI 
 Pada skripsi ini, penulis membahas tentang pelaksanaan putusan 
pengadilan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan 
Negeri Kota Malang. Pelaksanaan putusan pengadilan perlu diawasi dan diamati, 
sehingga lahirnya lembaga Hakim Pengawas dan Pengamat dalam Undang-
Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dari hasil 
penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa implementasi tugas Hakim 
Pengawas dan Pengamat didasarkan pada Pasal 277-283 KUHAP, dengan aturan 
pelaksanaannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.7 Tahun 1985. 
Dalam pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat, masih terdapat 
hambatan-hambatan, antara lain masalah kesibukan hakim, waktu kunjungan yang 
tidak tepat, dana, kurangnya pertemuan antara pihak Pengadilan dengan 
Kejaksaan dan Lembaga Pemasyarakatan, dan beberapa ketentuan Undang-
undang yang tidak dilaksanakan. 
Kata Kunci: Implementasi, Pengawasan dan Pengamatan, Pelaksanaan Putusan 
Pengadilan, Hakim Pengawas dan Pengamat 
ABSTRACT 
 In this final test paper, the author discusses about the implementation of 
court decisions made by the Supervisory and Observers Judge in Malang District 
Court. The implementation of court judgements needs to be observed and 
perceived, thus the birth of the institution and Observer Supervisory Judge by 
Law No. 8 of 1981 on Criminal Procedure Code (KUHAP). The research results 
show that the implementation of the Supervisory and Observers Judge assignment 
and observer based on Article 277-283 KUHAP, the implementing of the 
Supreme Court Circular (SEMA) No. 7 of 1985. Supervisory Judge in the 
performance of duties and Observers, there are still barriers, among other issues 
busy judges, improper time visit, funds, lack of a meeting between the Prosecutor 
and the Correctional Institute, and some provisions of the Act are not 
implemented. 
Keywords: Implementation, Monitoring and Observation, Implementation of 






 Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan 
Republik Indonesia 1945 Negara Indonesia adalah negara hukum, salah 
satu ciri negara hukum Indonesia yaitu adanya pembagian kekuasaan, 
antara lain: eksekutif, legislatif, yudikatif. Kekuasaan yudikatif 
(mengadili) dilaksanakan dalam suatu sistem peradilan pidana yang 
terbagi atas beberapa sub sistem, yaitu: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan 
serta Lembaga Pemasyarakatan. Dilihat dari pembagian sub sistem 
tersebut, Pengadilan selalu diidentikkan dengan hakim, yang bertugas 
mengawal jalannya pemeriksaan sidang hingga adanya suatu putusan 
pengadilan. 
 Hakim adalah pejabat peradilan negara yang mempunyai 
wewenang untuk memeriksa dan mengadili semua perkara yang wilayah 
hukumnya meliputi daerah kekuasaannya (kompetensi absolut). 
Memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan tugas pokok hakim 
yang kesemuanya itu diatur dalam undang-undang. Pengadilan tidak boleh 
menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang 
diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, 
melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
1
 Maka hakim dalam 
hal ini tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili semua perkara 
yang diajukan. Dalam proses peradilan, setelah proses persidangan maka 
hakim mengambil keputusan yang diucapkan dimuka persidangan yang 
terbuka untuk umum. Hakim tidak perlu mengetahui tentang apa yang 
terjadi akibat dari putusan yang ia jatuhkan tersebut, karena 
tanggungjawab hakim hanya sampai pada putusan yang ia jatuhkan. Jadi 
mengenai apakah putusan hakim itu dilaksanakan atau tidak, maka 
diperlukan hakim pengawas dan pengamat terhadap putusan pengadilan 
tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 
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 Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
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 Di samping tugas mengadili, hakim mempunyai tugas lain yaitu 
untuk melaksanakan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan 
pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 277-283 Undang-undang No. 
8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tugas pengawasan 
dan pengamatan ini dilaksanakan setelah pengadilan menjatuhkan putusan 
yang mempunyai kekuatan hukum tetap, artinya putusan tersebut sudah 
tidak ada upaya hukum lagi. Sebagai pelaksana putusan pengadilan atau 
vonis hakim adalah jaksa sebagai eksekutor. 
Pengawasan dan pengamatan yang dilakukan  oleh hakim 
pengawas dan pengamat, dilaporkan kepada ketua pengadilan, akan tetapi 
tidak saja dapat menentukan kebijaksanaan pembinaan narapidana di 
Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara, tetapi juga ada 
tolak ukur dalam menjatuhkan putusan oleh hakim. Selain itu, untuk 
mengetahui bahwa pidana yang dikenakan kepada narapidana dapat 
bermanfaat dan apakah pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana 
didasarkan kepada hak-hak asasi narapidana, yang ditujukan demi 
tercapainya tujuan sistem peradilan pidana pada umumnya, dan khususnya 
agar narapidana tidak melakukan kejahatan lagi setelah selesai menjalani 
masa tahanannya.  
 Sebenarnya teknis pengawasan putusan itu sudah dapat dilakukan 
oleh kepala Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Departemen 
Kehakiman bersama-sama dengan Kejaksaan setempat selaku pihak 
pelaksana putusan pengadilan (eksekutor).
2
 Pelaksanaan putusan 
pengadilan tetap pada jaksa, sebagaimana tercantum dalam BAB VI Pasal 
36 ayat (1) Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan 
Kehakiman, sedangkan pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan 
dilakukan oleh ketua pengadilan yang bersangkutan dengan mengangkat 
seorang hakim yang diberi tugas khusus untuk melaksanakan pengawasan 
terhadap putusan pengadilan  yang kesemuanya itu diatur berdasarkan 
pada ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004. 
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 Bambang Poernomo, Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana dan Beberapa Harapan Dalam 
Pelaksanaan KUHAP, Liberti, Yogyakarta, 1982, hal. 80. 
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Dalam hal ini hakim sebagai pejabat peradilan diharapkan dapat 
memberikan keadilan kepada semua pihak atas putusan yang telah 
dijatuhkan,  hakim selain akan melihat hasil perkembangan selama 
melaksanakan pengawasaan dan pengamatan terhadap narapidana, saat 
menjatuhkan putusan jika putusan pidana berupa perampasan 
kemerdekaan, pengawasan diharapkan akan lebih mendekatkan pengadilan 
dengan kejaksaan juga terhadap pemasyarakatan dalam rangkaian proses 
pidana dan pemberian tugas pada hakim untuk tidak berakhir pada saat 
putusan pengadilan dijatuhkan olehnya.
3
 Dalam hal ini hakim pengawas 
dan pengamat merupakan penghubung antara subsistem pengadilan 
dengan subsistem pemasyarakatan. Jika tidak ada hakim pengawas dan 
pengamat, lembaga pemasyarakatan menjadi terlepas dari proses peradilan 
pidana berdasarkan hukum acara pidana di Indonesia. Dikatakan demikian 
karena satu-satunya bab yang mengatur keberadaan lembaga 
pemasyarakatan didalam proses peradilan pidana di Indonesia adalah BAB 
XX Pasal 277-283 KUHAP dibawah judul bab Pengawasan dan 
Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan. 
Namun ada problematika yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri 
Malang terhadap hakim pengawas dan pengamat yaitu implementasi dari 
tugasnya itu sendiri, adalah selain perannya sebagai hakim khusus yang 
mengawasi dan mengamati pelaksanaan putusan, hakim pengawas dan 
pengamat juga masih menjabat sebagai hakim aktif atau pekerjaannya 
sebagai hakim anggota. Sehingga hakim yang ditunjuk sebagai pengawas 
dan pengamat dapat beralasan tidak ada waktu untuk mengawasi proses 
pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, hal ini berakibat laporan terhadap 
hasil pengawasan diragukan kebenarannya. Selain itu peranan hakim 
pengawas dan pengamat dalam mengawasi pelaksanaan putusan hakim 
yang dilakukan oleh jaksa seharusnya dilaksanakan secara optimal dengan 
ikut serta dalam melihat pembinaan yang diberikan oleh Lembaga 
Pemasyarakatan kepada narapidana.  
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 Pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim pengawas 
dan pengamat guna untuk bahan penelitian dan evaluasi tentang putusan 
pengadilan, juga efisiensi pemidanaan dan pembinaan narapidana. Hasil 
dari evaluasi dilaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri. Pembinaan dan 
bimbingan selama narapidana menjalani pidananya di Lembaga 
Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara dapat dilaksanakan menurut 
kewenangan (kompetensi) masing-masing instansi terkait. 
B. RUMUSAN MASALAH 
 Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka 
dapat dirumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut: 
1. Bagaimana implementasi pengawasan dan pengamatan terhadap 
pelaksanaan putusan pengadilan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat 
di Pengadilan Negeri Kota Malang? 
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan 




 Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum 
empiris, dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis. 
Yaitu penelitian yang membahas tindakan hakim sebagai pengawas dan 
pengamat dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Hakim berjumlah 10 
orang yang ada di Pengadilan Negeri Kota Malang, dengan sampel 1 orang 
Hakim Pengawas dan Pengamat. 
 Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini 
adalah: 
1. Data Primer 
Yaitu data asli atau dasar yang diperoleh langsung dari sumbernya. 
Pengambilan data ini diperoleh dengan cara meminta keterangan dan 
penjelasan dari  pihak terkait dengan permasalahan penelitian ini. 
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Sumber data ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak 
pengadilan selaku Hakim Pengawas dan Pengamat dalam penelitian 
ini. 
2. Data Sekunder 
Yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan atau library 
research guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat dan 
tulisan para ahli. Cara yang dipakai dalam library research adalah 
membaca buku literatur, artikel, dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya.
4
 
Antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 
1985 tentang Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat, 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, 
Dokumen Register Pengadilan Negeri Malang, dan catatan lainnya 
(makalah, jurnal, dll) 
 Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk mendapatkan data 
yang akurat dan lengkap. Teknik pengumpulan data ini sebagai berikut: 
1. Data Primer 
Yaitu studi penelitian lapangan (Field Research) yang dilakukan 
dengan 2 (dua) cara, yaitu: wawancara (interview) kepada satu orang 
Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Kota Malang 
dengan menggunakan bentuk wawancara bebas terpimpin, dan 
pengamatan (observasi) terhadap pelaksanaan tugas dari Hakim 
Pengawas dan Pengamat tersebut. 
2. Data Sekunder 
Yaitu studi kepustakaan (Library Research) yang dilakukan dengan 
cara membaca buku-buku, catatan, serta sumber data yang lain yang 
ada di perpustakaan hukum, perpustakaan kota, atau di tempat lain 
dimana terdapat sumber data tersebut misalnya karangan-karangan 
ahli hukum pidana dan acara pidana, dan para ahli ilmu pengetahuan 
lainnya yang bersangkutan dengan judul tulisan ini. 
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 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, PT. Ghalia, Jakarta, 
1990, hal. 107. 
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Teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif 
kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil 
pengamatan lapangan dan studi pustaka kemudian dianalisis menggunakan 
teori-teori yang relevan. 
 
D. PEMBAHASAN 
1. Implementasi Pengawasan dan Pengamatan terhadap 
Pelaksanaan Putusan Pengadilan oleh Hakim Pengawas dan 
Pengamat di Pengadilan Negeri Kota Malang 
a. Dasar Penunjukan Hakim Pengawas dan Pengamat 
 Sebagai dasar penunjukan Hakim Pengawas dan Pengamat 
adalah Pasal 277 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP), dimana setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi 
tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan 
dan pengamatan terhadap putusan pengadilan. 
 Hakim Pengawas dan Pengamat ini ditunjuk oleh ketua 
Pengadilan Negeri untuk melaksanakan pengawasan dan 
pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana 
perampasan kemerdekaan dalam masa jabatan paling lama dua 
tahun. Penunjukan Hakim Pengawas dan Pengamat ini merupakan 
hak prerogatif ketua Pengadilan Negeri.
5
 Berdasarkan hak tersebut, 
ketua Pengadilan Negeri Kota Malang telah menunjuk satu Hakim 
Pengawas dan Pengamat untuk melaksanakan tugas pengawasan 
dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan. 
 
b. Implementasi Pengawasan dan Pengamatan terhadap Pelaksanaan 
Putusan Pengadilan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat 
 Pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan 
pengadilan diatur dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-undang No. 4 
Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu diserahkan 
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 Wawancara dengan bapak Gede Sunarjana, Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri 
Kota Malang, Tanggal 24 Oktober 2012 
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kepada ketua Pengadilan yang bersangkutan berdasarkan Undang-
undang. Sebagai implementasi dari pasal tersebut maka dijelaskan 
lebih lanjut dalam BAB XX tentang Pengawasan dan Pengamatan 
Pelaksanaan Putusan Pengadilan yaitu Pasal 277-283 KUHAP. 
b.1 Bidang Pengawasan 
  Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 7 
Tahun 1985, yang menjadi obyek pengawasan dan pengamatan 
oleh Hakim Pengawas dan Pengamat adalah putusan pengadilan 
yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van 
gewijsde). Bentuk pengawasan itu dapat disimpulkan sebagai 
berikut, yaitu: 
1. Memeriksa dan menandatangani register pengawasan dan 
pengamatan yang berada di kepaniteraan Pengadilan Negeri. 
Hakim Pengawas dan Pengamat melakukan pengawasan 
terhadap register berita acara pelaksanaan putusan pengadilan 
yang dilakukan oleh eksekutor. Hakim Pengawas dan 
Pengamat mengawasi apakah narapidana telah diserahkan 
tepat waktu kepada Lembaga Pemasyarakatan atau tidak, bila 
tidak tepat waktu maka Hakim Pengawas dan Pengamat 
dapat menanyakan kepada eksekutor. Tetapi dalam hal ini, 
menurut bapak Gede Sunarjana jika ada keterlambatan 
penyerahan narapidana ke Lembaga Pemasyarakatan, bukan 
langsung ditanyakan kepada Jaksa, tetapi kepada panitera 
pengadilan yang akan mengeceknya, dengan alasan karena 
tidak ingin mencampuri kewenangan Jaksa sebagai 
eksekutor. 
2. Mengadakan checking on the spot  paling sedikit 3 (tiga) 
bulan sekali ke Lembaga Pemasyarakatan untuk mengawasi 
kebenaran berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang 
ditandatangani oleh Jaksa, kepala Lembaga Pemasyarakatan, 
dan terpidana. Menurut bapak Gede Sunarjana, beliau 
menjalankan tugasnya ini minimal 6 bulan sekali, bukan 3 
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bulan sekali sesuai dengan ketentuan SEMA, hal ini 
dikarenakan menurut beliau di semua Pengadilan Negeri 
memang melakukannya setiap 6 bulan sekali untuk masa 
jabatan selama 2 tahun tersebut. 
3. Hakim Pengawas dan Pengamat juga mengadakan observasi 
di Lembaga Pemasyarakatan. Observasi ini dilakukan dengan 
datang langsung melihat keadaan, suasana, dan kegiatan yang 
berlangsung di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, apakah 
sesuai dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan yaitu bahwa 
pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan 
tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Serta 
juga mengamati perilaku narapidana sehubungan dengan 
pidana yang dijatuhkan kepadanya. Maka dari itu sebagai 
Hakim Pengawas dan Pengamat juga harus mengerti tentang 
sistem pemidanaan.  
4. Mengadakan wawancara dengan petugas pemasyarakatan, 
terutama dengan wali Pembina narapidana dan juga dengan 
narapidana yang dipilih secara random oleh petugas Lembaga 
Pemasyarakatan. Dari hasil wawancara ini, dapat diperoleh 
data-data yang dicari, dan dapat melihat apakah terjadi 
kemajuan atau kemunduran terhadap narapidana dari 
pembinaan yang diperoleh di dalam Lembaga 
Pemasyarakatan.  
5. Dalam hal wawancara dengan narapidana, Hakim Pengawas 
dan Pengamat memilih beberapa narapidana dengan 
hukuman minimal diatas 1 tahun penjara. Dalam wawancara, 
Hakim Pengawas dan Pengamat  menanyakan tentang 
bagaimana perlakuan yang diterima narapidana oleh petugas 
Lembaga Pemasyarakatan, tentang makanan dan kamar yang 
disediakan, mengenai bagaimana perasaan narapidana 
terhadap putusan pengadilan yang telah dijatuhkan 
kepadanya apakah dirasa sudah adil atau tidak, lalu mengenai 
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bagaimana hubungan antar sesama narapidana maupun 
dengan petugas, dan juga menanyakan apa yang akan 
dilakukan setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. 
6. Hakim Pengawas dan Pengamat dapat menghubungi Kepala 
Lembaga Pemasyarakatan untuk bertukar saran dan pendapat 
mengenai pembinaan terhadap narapidana dan juga 
perlakuan-perlakuan yang diterima narapidana oleh petugas 
Lembaga Pemasyarakatan. 
b.2 Bidang Pengamatan 
 Pada bidang pengamatan ini yang menjadi objek 
pengamatan adalah Pengadilan Negeri itu sendiri, yaitu data-
data yang diperoleh dari pengawasan yang akan digunakan 
sebagai bahan penelitian bagi putusan pengadilan selanjutnya. 
Bentuk  pengamatan itu adalah sebagai berikut: 
1. Mengumpulkan data-data narapidana yang dikategorikan 
berdasarkan jenis tindak pidana yang dilakukan. 
2. Data mengenai perilaku narapidana dapat berpedoman 
berdasarkan faktor-faktor, yaitu: 
a. Tipe dari tindak pidana yang dilakukan (untuk pertama 
kali melakukan atau sudah berulang kali) 
b. Keadaan rumah tangganya (baik-baik saja, tidak baik, 
dan sebagainya) 
c. Perhatian keluarga terhadap dirinya (besar sekali, 
kurang, dan sebagainya) 
d. Keadaan lingkungannya (tuna susila dan sebagainya) 
e. Catatan pekerjaannya (pengangguran dan sebagainya) 
f. Kepribadiannya (tenang, egosentris, dan sebagainya) 
g. Jumlah teman-teman dekatnya (satu, dua, tiga orang atau 
lebih) 
h. Keadaan kejiwaannya 
  Hal-hal tersebut dilakukan untuk bahan penelitian 
yang nantinya akan berguna sebagai evaluasi mengenai 
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hubungan antara perilaku narapidana dengan pidana yang 
dijatuhkan. Dalam artian bahwa apakah pidana yang dijatuhkan 
sudah tepat atau tidak. Sehingga nantinya saat narapidana telah 
keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dapat kembali hidup 
sebagai manusia normal yang taat pada hukum dalam kehidupan 
di masyarakat. 
  Pada dasarnya, pengawasan dan pengamatan yang 
dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat ini untuk 
mengawasi pemenuhan hak-hak terhadap narapidana sebagai 
manusia yang bermartabat walaupun kebebasannya dirampas 
berdasarkan putusan pengadilan yang dijatuhkan kepadanya. 
Sehingga asas yang digunakan oleh Hakim Pengawas dan 
Pengamat dalam melaksanakan pengawasan dan pengamatan ini 
harus ber-peri kemanusiaan dan peri keadilan. Selain itu 
pengawasan dan pengamatan ini juga untuk mengawasi apabila 
adanya kesewenang-wenangan pejabat yang tidak 
bertanggungjawab dan menekan residivis kembali melakukan 
kejahatan. Sehingga perlu adanya laporan yang nyata, dan 
hendaknya ketua Pengadilan Negeri ikut aktif memperhatikan 
pelaksanaan pengawasan dan pengamatan dengan meminta 
laporan hasil pengawasan dan pengamatan terhadap putusan 
pengadilan ini dari Hakim Pengawas dan Pengamat secara 
berkala. 
 
2. Hambatan Dalam Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan 
Pengamat di Pengadilan Negeri Kota Malang 
 
 Pada umumnya semua pekerjaan pasti ada hambatan 
maupun kendala yang harus dihadapi untuk mencapai hasil yang 
diinginkan. Demikian pula yang dihadapi Hakim Pengawas dan 
Pengamat dalam melakukan tugas pengawasan dan pengamatan 
sebagai kewajiban yang harus dijalaninya. Menurut bapak Gede 
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Sunarjana, sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat di wilayah 
Pengadilan Negeri Kota Malang, tugas pengawasan dan pengamatan 
yang beliau emban ini adalah kewajiban yang harus dilaksanakan 
dengan baik, meskipun ada beberapa hambatan yang beliau hadapi 
dalam menjalankan tugasnya tersebut, yaitu sebagai berikut: 
1. Kendala waktu, bagi bapak Gede Sunarjana yang juga masih 
menjabat sebagai hakim aktif di Pengadilan Negeri Kota 
Malang, dimana sebagai hakim yang harus menerima, 
memeriksa, dan mengadili banyaknya perkara yang masuk ke 
Pengadilan Negeri tersebut. Selain itu menjabat pula sebagai 
Hakim Pengawas dan Pengamat yang harus melaksanakan tugas 
pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan 
pengadilan, yang harus melakukan checking on the spot yang 
dilakukan pada waktu tertentu dalam jam-jam kerja yang juga 
memakan waktu banyak. Karena keterbatasan waktu ini, 
sehingga dalam melaksanakan tugasnya sebagai Hakim 
Pengawas dan Pengamat tidak dapat dilakukan secara maksimal. 
2. Penundaan mengenai waktu berkunjung, yaitu apabila dari 
Hakim Pengawas dan Pengamat sudah bersurat ke Lembaga 
Pemasyarakatan untuk datang berkunjung dan melaksanakan 
tugasnya, tetapi adanya sidang perkara yang tidak bisa ditunda 
di Pengadilan Negeri, sehingga kunjungan ke Lembaga 
Pemasyarakatan harus ditunda. Padahal dari pihak Lembaga 
Pemasyarakatan sudah mempersiapkan baik dari narapidana 
yang akan diwawancara maupun data-data lainnya yang 
dibutuhkan. 
3. Kurang tepatnya waktu kunjungan, yaitu ketika Hakim 
Pengawas dan Pengamat sudah berkunjung ke Lembaga 
Pemasyarakatan, tetapi interaksi di Lembaga Pemasyarakatan 
yang sedang istirahat, ataupun sedang memberikan makan 
kepada para narapidana. Sehingga wawancara dengan 
narapidana dapat tertunda. 
16 
 
4. Kurangnya pertemuan antara pihak dari Hakim Pengawas dan 
Pengamat dengan Jaksa dan Lembaga Pemasyarakatan. Menurut 
bapak  Gede Sunarjana, dulu di tahun 2004, antara Hakim 
Pengawas dan Pengamat, Jaksa, dan Lembaga Pemasyarakatan 
punya waktu atau agenda khusus untuk sharing mengenai hal 
pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan 
pengadilan ini. Tetapi sekarang tidak dilakukan lagi. 
5. Hambatan dana, hal ini termasuk hal penting dalam 
melaksanakan tugas dari Hakim Pengawas dan Pengamat itu 
sendiri. Bahwa selama ini Hakim Pengawas dan Pengamat tidak 
tahu dan tidak pernah diberi anggaran dana untuk melaksanakan 
tugasnya ini. Akomodasi untuk kunjungan ke Lembaga 
Pemasyarakatan sudah disediakan oleh Pengadialan Negeri, 
tetapi untuk masalah bensin dan uang makan tidak ada, apalagi 
Hakim Pengawas dan Pengamat setiap mengadakan kunjungan 
ke Lembaga Pemasyarakatan pasti membawa orang lain lebih 
dari satu, seperti sopir, calon hakim, dan lain-lain. Tetapi beliau 
tidak begitu mempermasalahkan kendala ini, karena menurut 
beliau yang terpenting adalah dapat melaksanakan tugasnya 
dengan baik. 
6. Hambatan lainnya yaitu tugas pengawasan dan pengamatan 
terhadap narapidana yang telah selesai menjalani pidananya di 
Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini tidak pernah dilakukan 
karena mengenai keberadaan dan tempat tinggal narapidana itu 
yang tidak diketahui oleh Hakim Pengawas dan Pengamat. Dan 
juga Hakim Pengawas dan Pengamat merasa narapidana yang 
sudah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak termasuk 
dalam program kerjanya, maka untuk hal ini tergantung dari 
kebijakan Hakim Pengawas dan Pengamat itu sendiri. 
7. Hambatan mengenai pengawasan dan pengamatan terhadap 
narapidana dengan hukuman pidana bersyarat. Sama seperti 
tugas pegawasan dan pengamatan terhadap narapidana yang 
17 
 
telah selesai menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan, 
hal ini juga tidak dilaksanakan oleh Hakim Pengawas dan 
Pengamat. 
 
Dilihat dari hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Hakim 
Pengawas dan Pengamat, maka untuk para penegak hukum pada 
umumnya dan pihak yang berwenang membuat peraturan pada 
khususnya dapat ikut membantu memperbaiki hambatan-hambatan 
yang terjadi. Sehingga peningkatan tugas dan peran dari Hakim 
Pengawas dan Pengamat ini jelas dan dapat berguna untuk 
kedepannya dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamatan terhadap 
putusan pengadilan. 
Namun yang harus diperhatikan juga adalah bahwa sampai saat 
ini tidak adanya peraturan yang mengatur secara jelas mengenai 
adanya sanksi bagi Hakim Pengawas dan Pengamat yang tidak 
melaksanakan tugasnya. Peraturan semacam ini penting agar para 
Hakim Pengawas dan Pengamat merasa lebih bertanggungjawab akan 
tugasnya ini, disamping tugas utamanya sebagai hakim aktif di 
Pengadilan Negeri, yaitu adanya kewajiban moral yang harus ia 
jalankan. Sehingga efektifitas dari tugas Hakim Pengawas dan 





 Sebagaimana uraian pembahasan diatas, maka dapat diambil 
kesimpulan dan saran dari permasalahan yang telah dikemukakan. 
Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut: 
1. Tugas dan wewenang Hakim Pengawas dan Pengamat diatur dalam 
Pasal 277-283 KUHAP, dan mengenai petunjuk pelaksanaannya itu 
diatur lebih jelas pada SEMA No. 7 Tahun 1985 yang sampai 
sekarang masih digunakan. Penunjukan Hakim Pengawas dan 
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Pengamat dilakukan menurut hak prerogatif ketua Pengadilan 
Negeri untuk masa jabatan selama 2 tahun. Hakim Pengawas dan 
Pengamat disini bertujuan untuk memastikan pengawasan terhadap 
pelaksanaan putusan pengadilan sesuai dengan peraturan yang ada, 
dan menjadi bahan penelitian yang hasilnya akan berguna untuk 
kemajuan pemidanaan. Tetapi tidak semua ketentuan Pasal dalam 
Undang-Undang yang mengatur hal tersebut dilaksanakan oleh 
Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Kota 
Malang. Karena yang menjadi obyek pengawasan Hakim Pengawas 
dan Pengamat ini adalah narapidana yang menjalani pemidanaan di 
Lembaga Pemasyarakatan, jadi narapidana yang menjalani 
hukuman di luar Lembaga Pemasyarakatan, seperti narapidana 
yang telah selesai menjalani pidananya dan narapidana yang 
menjalani pidana bersyarat bukanlah menjadi program kerja dari 
Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Kota 
Malang. Laporan hasil pengamatan yang dilakukan Hakim 
Pengawas dan Pengamat hanyalah sebagai pertanggungjawaban 
kepada ketua Pengadilan Negeri. Sedangkan sejauh ini belum 
adanya peraturan yang mengatur mengenai sanksi administrasi bagi 
Hakim Pengawas dan Pengamat yang lalai atau tidak menjalankan 
tugasnya dengan baik, sehingga pengawasan dan pengamatan tidak 
terlalu dianggap penting bagi hakim. Alasan lain yaitu tidak ingin 
mencampuri kewenangan Jaksa dan juga Lembaga 
Pemasyarakatan. 
2. Adanya beberapa hambatan yang dihadapi Hakim Pengawas dan 
Pengamat dalam menjalankan tugasnya, antara lain adalah masalah 
waktu yaitu kesibukan Hakim Pengawas dan Pengamat yang juga 
menjabat sebagai hakim aktif yang harus mengurusi banyaknya 
perkara yang masuk ke pengadilan sehingga tugas Hakim 
Pengawas dan Pengamat sedikit kurang maksimal, lalu untuk 
waktu kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan yang sering 
tertunda atau tidak tepat, masalah dana untuk pelaksanaan tugas 
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Hakim Pengawas dan Pengamat, kurangnya pertemuan dengan 
Jaksa dan pihak Lembaga Pemasyarakatan, dan hambatan 
mengenai tidak dilaksanakannya beberapa ketentuan dalam 
Undang-Undang yang mengatur mengenai tugas pengawasan dan 
pengamatan. 
2. Saran 
1. Untuk memaksimalkan tugas pengawasan dan pengamatan oleh 
hakim, mengingat selain sebagai Hakim Pengawas dan 
Pengamat, juga menjabat sebagai hakim aktif yang harus 
mengurus banyaknya perkara di pengadilan, maka dibutuhkan 
penambahan jumlah Hakim Pengawas dan Pengamat di dalam 
setiap wilayah hukum Pengadilan Negeri. 
2. Hendaknya dibuat peraturan yang jelas dan mengatur secara 
rinci mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Hakim 
Pengawas dan Pengamat, dan juga peraturan tersebut memuat 
mengenai sanksi yang akan diberikan kepada Hakim Pengawas 
dan Pengamat yang lalai atau tidak melakukan tugasnya dengan 
baik atau tepat waktu. Hal ini dimaksudkan agar Hakim 
Pengawas dan Pengamat memiliki sebuah kewajiban moral 
untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan maksimal. 
Karena peraturan yang ada saat ini kurang lengkap dalam 
mengatur hal tersebut. 
3. Sebaiknya ada badan tersendiri yang juga membantu tugas 
Hakim Pengawas dan Pengamat, agar dalam pelaksanaan 
tugasnya Hakim Pengawas dan Pengamat dapat menjalankan 
sesuai kewenangannya dan tidak mencampuri rumah tangga 
Kejaksaan maupun Lembaga Pemasyarakatan. 
4. Mengadakan pertemuan secara berkala antara pihak Pengadilan, 
Kejaksaan, dan Lembaga Pemasyarakatan untuk membahas 
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